PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LEHONG-BORONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR :PUPR.610/72.a/111/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publlk'sesual
dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna m;wujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan standar pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir di
atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649),

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentangPeléyanan
Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357),

6. Peraturz}n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indor!csm Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar
Pelayanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61 5);

7. Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Daerah KabupatenManggarai Timur (Lembaran Daerah KabupatenManggarai
Timur Tahun 2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah
KabupatenManggarai Timur Nomor 127), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
KabupatenManggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentangPembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170)

Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 116 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabuapaten Manggarai Timur.

MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR

Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
yang tidak terpisah dari keputusan ini;

Standar Pelayanan padaDinas Kesehatan meliputi
1. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
2. Standar Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung;
3. Standar Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(PKKPR) dan Informasi Peruntukkan Ruang

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan Keputusan
ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan
perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 16 Maret 2023

Kepala‘Dlihas Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat
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